
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 70 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM P R O T O K O L 
K E S E H A T A N DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa guna memperkuat upaya dan men ingkatkan efektifitas 
pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid-19), 
per lu men ingkatkan kedis ip l inan dan penegakan h u k u m 
dalam penerapan protokol kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan u n t u k men indak lan ju t i Ins t ruks i Presiden 
Nomor 6 T a h u n 2020 tentang Peningkatan Dis ip l in dan 
Penegakan H u k u m Protokol Kesehatan sebagai Upaya 
Pencehagan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
dan Ins t ruks i Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala 
Daerah dalam rangka Penerapan Dis ip l in dan penegakan 
H u k u m Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencehagan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Pedoman Penerapan Dis ip l in dan 
Penegakan H u k u m Protokol Kesehatan Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 D i 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 T a h u n 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 T a h u n 2019 (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3447); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan B a n t u a n Bencana (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4829); 

8 Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non a lam penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional; 

11. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
d i L ingkungan Pemerintah Daerah; 

13 Keputusan Menter i Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 
104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus 
(Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat 
Men imbu lkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 

14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa T imur Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketert iban U m u m 
dan Perl indungan Masyarakat sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa T imur Nomor 2 
t a h u n 2020; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN 
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM P R O T O K O L 
K E S E H A T A N DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
DI KABUPATEN PACITAN 

http://HK.01.07/MENKES/


BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) 

yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah t i m yang d ibentuk oleh 
Bupat i yang mempunya i tugas mempercepat penanggulangan covid-19 
d i Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupa t i i n i d imaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan da lam rangka 
pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid)-19 d i Kabupaten 
Pacitan. 

Pasal 3 

Peraturan Bupa t i i n i ber tu juan men ingkatkan kedis ip l inan masayarakat da lam 
rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid)-19 
d i Kabupaten Pacitan. 

BAB I I I 
RUANG LINGKUP 

P a s a l 4 

Ruang l ingkup da lam Peraturan Bupa t i i n i adalah : 
a. pelaksanaan; 
b. moni tor ing dan evaluasi; 
c. sosialisasi dan part is ipasi ; 
d. pendanaan; dan 
e. sanksi ; 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Subjek Pengaturan 

Pasal 5 
Subjek Pengaturan i n i me l iput i : 
a. perorangan; 
b. pe laku usaha; dan 
c. penyelenggara kegiatan, pengelola, a tau penanggung jawab tempat dan 

fasilitas u m u m . 



Bagian Kedua 
Kewajiban 

P a s a l 6 

(1) Kewajiban da lam melaksanakan dan m e m a t u h i protokol kesehatan antara 
la in me l iput i : 
a. bagi perorangan : 

1. menggunakan alat pe l indung d i r i berupa masker yang m e n u t u p i h i d u n g 
dan m u l u t hingga dagu pada saat ke luar r u m a h ; 

2. menghindar i k e r u m u n a n massa yang t idak menerapkan protokol 
kesehatan; 

3. members ihkan tangan secara tera tur dengan euci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir, a tau menggunakan cairan antiseptic berbasis 
alcohol/ hand sanitizer, 

4. menghindar i menyentuh area wajah seperti mata, h i d u n g dan m u l u t 
dengan tangan yang t idak bersih; 

5. menjaga jarak/phys ica l d istancing m i n i m a l 1 meter sampai 2 meter 
dengan orang la in ; 

6. men ingkatkan daya t u b u h dengan menerapkan per i laku h idup bersih 
dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang; 

7. memast ikan dalam kondis i sehat saat ke luar r u m a h , bagi se luruh warga 
yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pi l ek/sak i t tenggorokan 
d isarankan u n t u k t idak keluar r u m a h dan segera memer iksakan d i r i ke 
fasilitas pelayanan kesehatan; dan 

8. setelah dar i luar r u m a h segera mand i dan berganti pakaian sebelum 
kon tak dengan anggota keluarga d i r u m a h , dan juga bers ihkan 
handphone, kacamata, tas, dan barang la innya dengan cairan 
desinfektan. 

b. Bagi pe laku usaha, pengelola, penyelenggara, a tau penanggung jawab 
tempat, dan fasil itasi u m u m : 
1. me lakukan sosialisasi, edukasi , dan penggunaan berbagai media 

informasi u n t u k member ikan pengert ian dan pemahaman mengenai 
pencegahan dan pengendalian Covid-19; 

2. menyediakan sarana cuc i tangan pakai sabun yang m u d a h diakses dan 
memenuh i standard, a tau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

3. me lakukan upaya identi f ikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan 
bagi setiap orang yang akan berakt iv i tas d i l ingkungan kerja; 

4. me lakukan pengaturan jaga j a r ak m i n i m a l 1 meter sampai 2 meter; 
5. me lakukan pembersihan dan disinfeksi l ingkungan secara berkala; 
6. me lakukan penegakan kedis ip l inan pada per i laku masyarakat yang 

berisiko da lam penularan dan t e r tu l amya Covid-19; dan 
7. memfasi l i tasi deteksi d i n i da lam penanganan kasus u n t u k 

mengantis ipasi penyebaran Covid-19. 
(2) Tempat dan fasilitas u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 

me l iput i : 
1. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan i n d u s t r i ; 
2. sekolah/inst i tus i pendid ikan la innya; 
3. tempat ibadah; 
4. t e rmina l ; 
5. t ransportas i u m u m ; 
6. toko, pasar modem, dan pasar tradis ional ; 
7. apotek dan toko obat; 



8. wa rung makan , r u m a h makan , cafe, dan restoran; 
9. pedagang k a k i l ima/lapak ja janan; 
10. perhotelan/penginapan la in yang sejenis; 
11 . tempat wisata; 
12. fasilitas pelayanan kesehatan; 
13. area pub l ik , tempat la innya yang dapat memungk inkan adanya 

k e r u m u n a n massa; dan 
14. tempat dan fasilitas u m u m yang ha rus memperhat ikan protokol kesehatan 

la innya sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Rekomendasi 

P a s a l 7 

(1) Setiap orang/badan/lembaga yang akan mengadakan kegiatan dengan 
k e r u m u n a n massa wajib mendapatkan rekomendasi dar i gugus tugas daerah. 

(2) Ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ikecua l ikan u n t u k : 
a. kegiatan pelayanan pub l ik ; dan 
b. kegiatan la in yang mempunya i protokol kesehatan tersendir i . 

(3) Rekomendasi gugus tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. u n t u k kegiatan ter tentu skala Desa rekomendasi d iber ikan oleh Kepala 

Desa selaku ketua relawan Desa; 
b. u n t u k kegiatan ter tentu skala Kecamatan, rekomendasi d iber ikan oleh 

Camat selaku ketua gugus tugas Kecamatan; dan 
c. u n t u k kegiatan ter tentu skala Kabupaten, rekomendasi d iber ikan oleh 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan selaku koordinator 
bidang keamanan dan penegakan h u k u m gugus tugas daerah. 

(4) Format rekomendasi sebagaimana d imaksud pada ayat (3) sebagaimana 
tersebut da lam Lampiran I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dengan 
Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 8 
Moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupa t i i n i d i laksanakan oleh 
Gugus Tugas Daerah. 

BAB V I 

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI 

Pasal 9 
(1) Dinas yang membidangi kesehatan u n t u k me lakukan sosialisasi terkai t 

informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada 
masyarakat. 

(2) Da lam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dengan 
mel ibatkan Fo rum Komunikas i P impinan Daerah dan pertisipasi serta peran 
serta : 
a. masyarakat; 
b. pemuka agama; 



c. tokoh adat; 
d. tokoh masyarakat; dan 
e. u n s u r masyarakat la innya. 

BAB V I I 
PENDANAAN 

Pasal 10 

Segala biaya yang d iper lukan dalam melaksanakan Peraturan i n i d ibebankan 
pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan; dan 
b. sumber-sumber la in yang sah dan t idak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundemg-undangan. 

BAB VI I I 
SANKSI 

Pasal 11 

(1) Bagi perorangan, pe laku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola, a tau 
penanggung jawab tempat dan fasilitas u m u m yang melanggar kewajiban 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 h u r u f a angka 1 dan angka 2, h u r u f b 
angka 2 dan angka 4 d ikenakan sanks i adminis t ras i . 

(2) Sanksi adminis t ras i pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa : 
a. bagi perorangan : 

1. teguran l isan atau ter tu l is ; 
2. mengucapkan teks Pancasila; 
3. menyanyi salah satu lagu nasional ; 
4. denda adminis t ras i sebesar Rp 50.000,00; dan/atau 
5. kerja sosial berupa members ihkan sarana fasilitas u m u m . 

b. bagi pe laku usaha, pengelola, penyelenggara, a tau penanggung jawab 
tempat, dan fasilitas u m u m : 
1. teguran l isan a tau ter tu l is ; 
2. denda adminis t ras i sebesar Rp 500.000,00; 
3. penghentian sementara operasional usaha; 
4. penu tupan / penghentian kegiatan; dan / a tau 
5. pencabutan iz in usaha sesuai dengan ke tentuan yang ber laku. 

(3) Denda adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a angka 4 dan 
h u r u f b angka 2 disetor ke Kas u m u m Daerah Kabupaten Pacitan. 

(4) Sanksi adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat d ikenakan 
secara berjenjang dan/atau t idak secara berjenjang 

(5) Dalam ha l sanksi admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) te lah 
d ikenakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan 
Bupa t i i n i , terhadap orang, j en is pelanggaran, dan w a k t u yang sama, maka 
t idak dapat d ikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Bupat i i n i . 

(6) Pemberian sanksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan berkoordinasi dengan 
Kepolisian Resort Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan. 

(7) Format dokumen sanksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, 
tersebut da lam Lampiran I I yang merupakan bagian t idak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupa t i i n i . 



BAB I X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan ber lakunya Peraturan i n i , maka: 
1. Peraturan B u p a t i Nomor 56 T a h u n 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat D i Tempat dan Fasil itas U m u m Dalam Rangka Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 D i Kabupaten Pacitan; dan 

2. Peraturan Bupa t i Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupa t i Nomor 56 t a h u n 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat 
D i Tempat dan Fasil itas U m u m Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pacitan 

Dicabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi. 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahui, memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupa t i 
l ini dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal 13 

Dite tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 26 - 8 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 26 Agustus 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr.Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716199202 1 002 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 70 


